DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 10 TAHUN 2010 '

TENTANG
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
C. KABUPATEN ACEH SINGKIL
{

Menimbang  :  a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR.
DPR, DPD dan DPRD Pasal 353 ayat (1) dan ayat (3) menvatakan
bahwa salah satu alat kelengkapan DPRK adalah Komisi - Komisi dan
mengenai tata cara pembentukan diatur dalam Tata Tertib:

b bahwa ketentuan mengenai Penctapan susunan Komisi telah diatur dalam
Tata Tertib DPRK. Aceh Singkil Periode 2039-2014 Pasal 74 Avat (4)
yang menyatakan bahwa susunan dan keanggotaan Komisi - Komisi
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Paripurna;

¢. bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil Tanegal 14
Desember 2010 yang telah menetapkan Susunan dan Keangwotaan
Komisi — Komisi DPRK Aceh Singkil Periode Tahun 2010-2011,
dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1103):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 té’mang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kali~:*~ dengan Undang-Undang

Nomor

12

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penvelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721), '
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lJ”dil'1S'Ulltlzlllg Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesiy Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4801 X '

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836); - ‘

7. Undang-Undang  Nomor 27 Tabun 2009  tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerali (Lembaran Negara

Republik  Indonesiy Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5043)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Taizun €009
lentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah {Lembaran
| Negara Republik Indonesia Taiwn 2008 Nomor 41, Tambahan Lemsbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4985): :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan
| Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwszkilan
A Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
= ‘Q Nomor 90. Tambahan Lembaian Negara Rebublik Indonesia Nomor
H16), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturas
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
, Indonesia Tahun 2607 Nomor 47, Tambahan Ler: « an Negara Republik
Indonesia Nomo 4712); ' |
: 10. Peraturan  Pemerintah * Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
| Penyusunan Tata Tertily Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran ’
! Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 1. Tambahan Lembaran
! Negara Republik lnd'oi)esin Nomor 4417), sebagaimana telab diubah
i dengan Peraturan Pemerimah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan
‘ Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentany, Pedsinan
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4360, :
‘ : I Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2007 tentong Partai Poliik
. Lokal di Aceh (Lembarun Negara Republik Indnesia Taliun 2007 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471 13

Q 12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peny-lenggaran Memilihan
Q : Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darvssalnie Momor
07);

| 13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 wrnang Partui Politic [oin! D gepa
Pemilihan Umum Anggota Dewan Parwakilan Rakyat Aok
Perwakilan Rakyat Kabupaten {Lembaran Daerah Nimepine  Aceh

Darussalam Nomg; 13). .
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| 1. KOMISI A

1) Ketua DTAMIRUDDIN LisGGA
2) Wakil Ketun s ABDESURA ANHAR
3) Sekretatis DHASELPO)IANM
: 4) Angpota . DMASRUNAN,
, 3) Anggota L ALLTIAZMY
A
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2L KOMISI 13

1) Ketua L NMAIRAY A
2) Wakil Kewa : H. AGUSTIZAR
: 3) Sckretaris : TAUFIK A.Md
| 4) Anggota - : TOBAL MANIK '
| 5) Anggota : SONDANG MANIK '
‘ 0) Anggota : ASMUDDIN

‘ 3. KOMISI ¢ _
1) Ketua BUDLHENDRAWAN

2) Wakil Ketua : . FAKHRUDIN PARDQSIT

3) Sckretaris :FRIDA SISKA, S.TP

4) Anggota :WARTONO

; 3) Anggota : SISWANTI], S.KM

' g ¢ 4. KOMISID

. 1N Ketua , SILSYAFRIL HARAHAPR, St
& ; 2) Wakil Ketua TASBARUDDIN
q’ ! 3) Sekretaris *SYAPRUDDIN., SH
4) Anggota tNAZL!
5) Anggota s RATA AMINULLAT
6) Anggota S KMAMAIY AT
KEDUA : Pembagian tugas masing - masing Komisi meli=
' a. Komisi A Bidang Pemeriniahan melipu Pemerirtzhan Umum,

Keamanan dan Ketertiban, Komunikasi / Pers, Mukuva. - 3aM dan
Perundang-undangan.  Perizinan,  Pertanahan.  Pemstaan Wiinvai.
Kepegawaian 7/ aparatur,  Politik Organisasi Kemasvarataran,
Peniberdayaan Masyarskat, Keimigrasian, Ketenagaiceriaon, Siiisil, don
Mobilitas Penduduk serta pengawasan Keuangan Daerah:
b. Komisi 13 Bidang Perekonomian' dan Perdagangan  meliputi
Perindustrian, Perdagangan, Pertanion, Peternakan. Perikanei. Kelautan,
Perkebunan, Kehuzanan, Kewhanan Pangaa. Logistik. Koperasi, Dunia
Usaha. Pertambangan dan energi. Keaangan Dacrah. Aset  Daerah,
':’Q Inventaris Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan. Perusaliaan Daerah,
Perusahaan Patungan, dan Bantan Luar Nege:i / Hibah, Pinjaman Luar
Neuaeri. Penanaman Modal dan investasi. dan penganggaran Keuangan
Daerah; ?
¢. Komisi C Bidang Pembangunan  meliputi @ Pekerjaan  Umum.
Perencunaan, Penataan dan Tawn Ruang. Perhubungan. Pemukiman dan
Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup;
d. Komisi D Bidang Kesejalheraan Rokyat dan Keistimewamn Acch
meliputi: ~ Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Perempuan,
Kepemudaan dan Olah Raga, Kesejahteraan Rakyat, Perlindungan Anak,
Sosial dan  Kemasyarzkatan, Penenggulangan  Boncona,  Agama,
Pelaksanaan Syar'iyat Islam, Peradilan Agama Isian, Keulenman, Hasta
Agama dan Wakar, zin Pendirian Tempat Ibedah, Fendiditan dan Hhau

- Pengetahuan. Kebudavamn, Adai Isdada, Pariwisais e enesing
KETIGA- ©Angeota Kamisi - Komisi diats se T vy s
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KEEMPAT

an dengan ketentuan

4 H L4 . . "
Keputusan ini mulai berlaku sejuk tanggal ditetapk
1o akan

nl_)ubllu dikemudian hari terdapat kekeliruan  pada penetapan il
diadakan perbuikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2010
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
-3 'KABUPATEN ACEH SINGKIL Sy -
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H. AMIIJUL M. BAHAR, SH. H. SAFRIANE, SH.

vIpiiudl uernydi cam.



